Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PPNS )
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

. bahwa dalam upaya penegakan supremasi hukum, maka perlu

mengatur ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai
Penyidik Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang
memuat ketentuan pidana ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah ;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) ;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4117);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) ;
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952 ) ;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090) ;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4263) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);

15.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003
Nomor 2);

16.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);

17.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13);

18.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah
Tahun 2003 Nomor 14);

19.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15);

20.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PPNS )

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan
Kelurahan.

Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat
Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan.

10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah

11.

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang
diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat
ketentuan pidana.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
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12.Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999.

13.Tersangka adalah seorang dan atau badan hukum yang karena

perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut
diduga sebagai pelaku pelanggaran Peraturan Daerah.

14.Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan

Daerah.

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Walikota.

(2) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran

Peraturan Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal

ini PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik
POLRI.

Pasal 3

PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal
2 ayat (1) di atas mempunyai wewenang :

1.

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai
adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

2. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;

3. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal milik

tersangka;

4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana;

Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui
penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut
umum, tersangka atau keluarganya,;

10.Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
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